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Nomor 125/PID.SUS/2020/PT GTO

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana
dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di
bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hartian Sutoyo Kono, SIP alias Tian;

2. Tempat lahir : Tombulilato;

3. Umurftanggal lahir : 53 Tahun/ 18 Maret 1967;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa Tulabolo, Kecamatan  Suwawa  Timur,

Kabupaten Bone Bolango;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Muchlis Hasiru, S.H.,
Fahmi Saputra Al Idrus, S.H., Sri Dewina Hasiru, S.H., dan Fitri Setyorini, S.H.,
Advokat, beralamat di Jalan Yusuf Hasiru Nomor 95 Desa Lamahu, Kecamatan
Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 10 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo
Nomor 125/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 23 Desember 2020 tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Gorontalo Nomor 125/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 23 Desember 2020
tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta
turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Gto
tanggal 18 Desember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut
Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG. PERK : PDM-108/BON-BOL /12/2020
tanggal 8 Desember 2020 sebagai berikut:
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Bahwa ia Terdakwa Hartian Sutoyo Kono SIP alias %&k
Kepala Desa Tulabolo pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sek?tar”jam

09.46 WITA atau setldak-t|daknya pada ‘waktu tertentu dalam bulan Oktober

tahun 2020 bertempat di Desa Tulabclo Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten

Bone Bolango atau setidak-tidaknya ditempat tempat yang masih termasuk

dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang

memeriksa dan mengadili telah dengan sengaja membuat keputusan dan/atau
tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon,

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai

berikut:

e Terdakwa Hartian Sutoyo Kono, SIP., selaku Kepala Desa Tulabolo
Kecamatan Suwawa yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Bone
Bolango Nomor : 326/KEP/BUP.BB/119/2014 tertanggal 19 Desember
2014 Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa
Tulabolo Dan Pengangkatan Kepala Desa Tulabolo Kecamatan Suwawa

Timur Periode 2014-2020 Kabupaten Bone Boiango;

e Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada saat
Terdakwa Hartian Sutoyo Kono mendapat telephone dari Camat Suwawa
Timur Saksi Maxmilian Ali dan menanyakan kepada Terdakwa Hartian
Sutoyo Kono, “ayah, adadiman? ada kampanye pak hamim di Tulabolo”,
setelah itu Terdakwa menjawab “saya tidak tau”, kemudian Saksi
Maxmilian Ali mengatakan lagi “masa ti ayah tidak tau, di desanya ayah”,
lalu Terdakwa menjawab “saya masih dikebun sementara bekerja”, setelah
itu Saksi Maxmilian Ali mengatakan ‘mereka sudah menuju lokasi
kampanye”. Setelah itu Terdakwa menghubungi aparat Desa untuk
mencaritahu kebenaran kampanye tersebut akan tetapi aparat Desa tidak
ada yang mengangkat telpon Terdakwa. Setelah itu Terdakwa
mengirimkan pesan pada Grup Whatsapp Aparat Desa Tulabolo dengan
kalimat “as aparat desa tlblo hr ini ada kampanye pak Hamim di dsn 3

dihrph dr semua atas pengertian di ucapkan trimkas”. Kemudian Terdakwa

turun dari kebun dan menuju lokasi kampanye untuk melihat jika ada
aparat Desa yang hadir dikampanye itu atau tidak. Sesampainya ditempat
kampanye pasangan nomor urut 2 HPMU (Hamim Pou dan Merlan Uloli) di
Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, Terdakwa

bertemu Saksi Yanti Kamaru dan menanyakan kepadanya jika ada aparat
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desa yang hadir di lokasi ?‘kampanyegg‘-_ﬁemudian Saksi Y ‘S{ |

0 A b [ g
mengatakan bahwa tidak ada aparat Desa Tulabolo yang\H%d-rjd"b/éa?("
kampanye lalu Saksi Yanti K'éméru mengatakan kepada Terdakwa *ti ayah

juga kenapa disini, apa urusan éyéh disini, ti ayah cepat pulang saja”,
setelah itu Sdra. Hartian S. Kono langsung meninggalkan lokasi kegiatan
kampanye” mendengar ucapan itu Terdakwa langsung meninggalkan
lokasi kampanye tersebut;

e Bahwa Aparat desa yang tergabung dalam grub watsapp aparat desa
tulabolo tersebut sebanyak 10 orang yaitu:

Sdri. Rosmina Mokoagow (sekretaris Desa);

Sdri. Sri Delvita Abas (Kepala Dusun 3);

Sdri. Risna Talamati (Kepala Dusun2);

Sdri. Noplin Maele (kasi pemerintahan);

Sdri. Yolanda Kunye (kasi kesra);

Sdra. Kambang Maku (Kepala Dusun 1);

Sdra. Frangki Unggula (kaur perencanaan);

Sdri. Hastin Unjila (staf Desa);

Sdri. Herlita Dui, SE (Kaur Keuangan) dan;

10. Sdra. Hartian SutoyoKono, Sip alias Tian (Terdakwa);

Dan maksud Terdakwa mengirimkan pesan ke Grup Whatsapp Aparat

© ® N O AN~

Desa Tulabolo adalah agar Aparat Desa Tulabolo hadir dalam kampanye
Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati nomor urut 2 HPMU (Hamim Pou
dan Merlan Uloli) tersebut.
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang R.l. Nomor 1 tahun 2015
tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur,
Bupati, Walikota menjadi undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang
Penetapan PERPU Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas

undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang PERPU Nomor 1 tahun 2014

tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum

tersebut, Terdakwa dituntut dalam Surat Tuntutan Pidana NO. REG. PERK :

PDM-108/BON-BOL /12/2020 tanggal 16 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hartian Sutoyo Kono, SIP Alias Tian terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Selaku Kepala
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Desa atau sebutan lain/lurah dengan sengaja membuat keputusa %’f o

tindakan yang menguntungkan ataw. meruglkan salah satu pasangaqkfix)“,
Pasal 188 jo Pasal 71 Ayat (1) Undang -Undang R.l. Nomor 1 Tahtn 2015
Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang PERPU Nomor
1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubesnur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang, sebagaimana dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hartian Sutoyo Kono, SIP alias

Tian dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) handphone samsung galaxi A20s warna hitam dengan Nomor
Imei 1 (358302102352264/01), imei2 (359303102352262/01) dan Nomor
SN (ROCMAOTMAO1M1RJ), serta menggunakan kartu telkomsel simpati
dengan Nomor (62812477@2135);

Dikembalikan kepada Terdakwa Hartian Sutoyo Kono, SIP alias Tian.

- 1 (satu) lembar bukti screenshot di group whatsapp aparat Desa
Tulabolo yang telah diprint dikertas F4;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara
sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan

Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 Desember 2020

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hartian Sutoyo Kono, SIP alias Tian, tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum
tersebut;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut
Umum;

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat
serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa:
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1 (satu) handphone samsung gaIaX| AZOS warna hitam de I

Imei 1 (359302102352264/01), imei2 (359303102352262/01)@@ N f' /

SN (RQCMA01MAO1M1RJ) serta menggunakan kartu telkomsel S|mpat|

dengan Nomor (6281247762135);

Dikembalikan kepada Terdakwa Hartian Sutoyo Kono, SIP alias Tian.

- 1 (satu) lembar bukti screenshot di group whatsapp aparat Desa
Tulabolo yang telah diprint dikertas F4;

Dikembalikan kepada Moh. Fahri Kaluku, S.H.

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;
Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah

menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada
tanggal 21 Desember 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut
Umum Nomor 96/Pid/2020/PN Gto dan permintaan banding tersebut telah
diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada
tanggal 22 Desember 2020 berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan
Banding (untuk Terdakwa) Nomor 96/Pid/2020/PN Gto;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut

Penuntut Umum telah mengajukan Memori Barding tertanggal 21 Desember
2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 21
Desember 2020 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding dan Memori
Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama
kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2020
berdasarkan Akta Pemberitahuan/ Penyerahan Memori Banding Kepada
Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri
Gorontalo;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikiim ke Pengadilan
Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), masing-masing
sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Kepada Jaksa
Penuntut Umum dan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Kepada
Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing tanggal 22 Desember 2020 yang
dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding
yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang
waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka

permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;
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Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan lkeberatan dala ?, em g;
Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebaga| berikut: {}

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan’ untuk menyatakan bandlng terhadap
putusan Pengadilan Negeri Gorontalo atas Tindak Pidana Pemilukada yang
telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas
dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, TIDAK MENERAPKAN
ATAU MENERAPKAN PERATURAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA
MESTINYA yaitu :

1. Bahwa terhadap Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 188 jo Pasal 71
ayat (1) UURI Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan PERPU Nomor 1
tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-
Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU
Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 tahun 2020
tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015
tentang PERPU Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-Undang dengan unsur-unsur sbb:

1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negaa,
Anggota TNI/POLRI, Dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah:;

2) dengan sengaja,

3) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon.

Dimana dalam tuntutannya yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 16

Desember 2020 Jaksa Penuntut Umum telah mampu membuktikan

keseluruhan unsur dalam pasal dakwaannya tersebut dan pembuktian

terhadap seluruh unsur tersebut telah pula didukung alat bukti berupa

keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan diakui sendiri oleh Terdakwa

HARTIAN SUTOYO KONO, SIP alias Tian sehingga perbuatannya

Terdakwa sebagaimana dakwaan kami telah terbukti secara sah dan

meyakinkan.

2. Mengingat Pasal 197 ayat (1) KUHAP suatu putusan pemidanaan harus
memuat diantaranya pada huruf d “perfimbangan yang disusun secara
ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang
diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan
kesalahan Terdakwa”, huruf f “pasal peraturan perundang-undangan yang
menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-

undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang
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memberatkan dan yang menngankan terdai(wa“ dan huruf{

kesalahan Terdakwa, pemyataarf tolah! terpenuhl semua’ L |
rumusan tindak pidana disertai dengan kualf kasrnya dan pemldanaan atau

tindakan yang di jjatuhkan’.
Berdasarkan ketentuan  tersebut dalam putusan aquo telah

dipertimbangkan dasar hukum dan penentuan kesalahan terdakwa yang
menurut Penuntut Umum sudah tepat dengan pernyataan bahwa hakim
sependapat dengan Ahli Aprivanto Nusa, S.H., M.H.. delik dalam pasal

perbuatan_Terdakwa adalah delik formil, dimana dalam pertimbangannya

Majelis Hakim menyatakan :
Menimbang, bahwa yang dimaksud “dilarang” adalah perbuatan yang

ditentukan dalam unsur ini sebagai tindak pidana yang apabila dilakukan maka
terhadap pembuatnya akan dikenakan sanksi;

Menimbang, bahwa “keputusan” dalam unsur ini adalah keputusan
administrasi pemerintahan yang sifat keputusannya berupa penetapan atau
beschikking, sedangkan “tindakan” dalam unsur ini adalah perbuatan yang
dilarang yang apabila dilakukan ‘maka terhadap pembuatnya akan dikenakan
sanksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di
persidangan Terdakwa sebagai Kepala Desa Tulabolo untuk mempermudah
dalam memberikan perintah dan informasi kepada aparat desanya membuat
grup whatsapp aparat Desa Tulabolo dimana anggota grup whatsapp tersebut
beranggotakan 10 (sepuluh) orang yakni Terdakwa sebagai Kepala Desa
Tulabolo, Rosmina Mokoagow sebagai Sekdes, Sri Delvita Abas sebagai
Kadus 3, Risna Talamati sebagai Kadus 2, Nolpin Maele sebagai Kasi
Pemerintahan, Yolanda Kunye sebagai Kasi Kesra, Kambang Maku sebagai
Kadus 1, Frangky Unggula sebagai Kaur Perencanaan, Hastin Undjila sebagai
staf desa, dan Herlita Dui sebagai Kaur Keuangan;

Bahwa kemudian pada tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 09.46
WITA, Terdakwa yang sedang berada di kebunnya menerima Telpon dari
Saksi Maxmilian Ali, S.Pd., yang merupakan Camat Suwawa Timur
menanyakan “Ayah (kepala desa) ada kampanye Hamim Pou dan Merlan Uloli
di Desa Tulabolo dan sementara menuju ke Desa Tulabolo”. Sementara
Terdakwa menjawab “sedang berada di kebun”, panggilan telpon Saksi
Maxmilian Ali, S.Pd., terputus, sehingga Terdakwa langsung mengirim pesan
di grup whatsapp aparat desanya yakni “As aparat desa tlbo hr ini ada

Paraf | Hakim Hakim
_K?tua Anggota

& £ L

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 125/PID. SUS/2020/I;’T GTO

Dipindai dengan CamScanner



' \o l 5
kampanye pak Hamim Pou dihrp' hdr semua atas pengertian; d \
trimkas”, Artinya "Assalamualalkum aparat Desa Tulabolo han\‘klnl ada

kampanye Pak Hamim Pou dlharapkan ‘hadir semua, atas pengeman
diucapkan terima kasih”;

Bahwa terhadap pesan whatsapp dari Terdakwa tersebut Saksi Sartin
Turuani yang merupakan salah satu koordinator pemenangan pasangan calon
nomor 4 (empat) Kilat Wartabone dan Syamsir Djafar Kiayi menerima
screenshoot percakapan grup whatsapp Terdakwa dari nomor yang tidak
dikenal, sehingga melaporkan screenshoot percakapan grup whatsapp
Terdakwa kepada Saksi Ismail Hulubangga yang merupakan anggota
Panwascam Kecamatan Suwawa Timur. Sehingga atas pelaporan tersebut
Saksi Ismail Hulubangga menuangkannya dalam laporan awal dan melakukan
penelusuran ke kampanye pasangan calon nomor 2 (dua) Hamim Pou dan
Merlan Uloli yang dilaksanakan di Dusun 3 Desa Tulabolo;

Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa menerima telpon dari salah
seorang kepala desa yang menyampaikan pesan di grup whatsapp aparat
desanya telah masuk portal dan ramai dibicarakan, sehingga Terdakwa
langsung menuju ke acara kampanye pasangan calon nomor 2 (dua) Hamim
Pou dan Merlan Uloli yang dilaksanakan di Dusun 3 dan bertemu dengan
Saksi Martin Kamaru yang merupakan salah satu koordinator pemenangan
pasangan calon nomor 2 (dua) Hamim Pou dan Merlan Uloli, sehingga Saksi
Martin Kamaru yang pemahamannya kepala desa tidak boleh hadir dalam
acara kampanye langsung menyuruh Terdakwa untuk pulang meninggalkan
kampanye yang sedang berlangsung. Saksi Ismail Hulubangga yang
melakukan penelusuran dan berada di kampanye tersebut, melihat Terdakwa
datang ke acara kampanye dan bertemu dengan Saksi Yanti Kamaru serta
mendokumentasikan pertemuan tersebut, maka atas penelusuran yang
dilakukan dan atas dasar rapat pleno anggota Panwascam Kecamatan
Suwawa Timur melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Bawaslu Kabupaten
Bone Bolango yang diterima Saksi Moh. Fahri Kaluku sebagai Ketua Bawaslu
Kabupaten Bone Bolango;

Bahwa Saksi Moh. Fahri Kaluku atas pelaporan tersebut dengan hasil
kesimpulan Tim Gakkumdu Kabupaten Bone Bolango diantaranya Bawaslu,
Penyidik' dan Kejaksaan menetapkan perbuatan Terdakwa adalah tindak
pidana dan melanjutkan perbuatan Terdakwa untuk pelaporan kepada

penyidik;
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Bahwa Saksi Sri Delvita yang merupakan Kepala Dusun 3 y'ergvb‘r
membuka whatsappnya setelah malam  hari, menerima pesan wha ﬁP/,dl"
grup whatsapp aparat Desa Tulabolo dari Terdakwa untuk mengharapkan bagi
aparat Desa Tulabolo hadir ke acara kampanye pasangan calon Hamim Pou
dan Merlan Uloli namun tidak menghadiri. Sedangkan Saksi Herlita Dui yang
merupakan Kaur Keuangan Desa Tulabolo, yang baru membuka whatsappnya
setelah sore hari, menerima pesan whatsapp di grup whatsapp aparat Desa
Tulabolo dari Terdakwa untuk mengharapkan bagi aparat Desa Tulabolo hadir
ke acara kampanye pasangan calon Hamim Pou dan Merlan Uloli dan juga
tidak menghadiri karena pemahaman Saksi Sri Delvita dan Saksi Herlita Dui
adalah dilarang;

Bahwa Saksi Maxmilian Ali S.Pd., sebagai Camat Suwawa Timur
menerima telpon dari Terdakwa untuk berkonsultasi yang menyampaikan
pesan di grup whatsapp aparat desanya telah ramai dibicarakan, sehingga
Saksi Maxmilian Ali, S.Pd., menyarankan agar menghapus percakapan
tersebut dan berkoordinasi dengan Panwascam Kecamatan Suwawa Timur;

Bahwa menurut pendapat Ahli perbuatan Terdakwa memerintahkan hadir
aparat desanya adalah memenuhi unsur tindakan yang dilarang dalam pasal
yang dituduhkan kepada Terdakwa. Perbuatan atau tindakan dalam pasal
yang dilanggar Terdakwa adalah merupakan delik formil dimana perbuatan itu
dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau tidak
diperlukan akibat, cukup perbuatan itu dilakukan yang merupakan suatu
pelanggaran yang diatur dalam undang-undang ini. Maka ketika tindakan atau
perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 188 a quo telah dilakukan Terdakwa
yang merupakan unsur pokok maka perbuatan itu telah selesai dilakukan
karena menurut Ahli unsur menguntungkan atau merugikan merupakan
assesoir atau tambahan dalam perbuatan Terdakwa sehingga yang ditekankan
dalam perbuatan Terdakwa tindakannnya itu dilakukan yang merupakan delik
formil yang tidak perlu menilai akibat perbuatan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim
berpendapat. Atas keterangan Saksi Ismail Hulubangga, Saksi Moh. Fahri
Kaluku, S.H., Saksi Sartin Taruani, Saksi Yanti Kamaru, Saksi Sri Delvita
Abas, Saksi Herlita Dui, S.E., dan Saksi Maxmilian Ali, S.Pd., Keterangan Ahli
Apriyanto Nusa, S.H., M.H., serta keterangan Terdakwa. Perbuatan Terdakwa
adalah mengirim pesan di grup whatsapp aparat desanya yakni “As aparat

desa tlbo hr ini ada kampanye pak Hamim Pou dihrp hdr semua atas
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pengertian diucapkan trimkas”, Artlnya “Assalamualalkum a

Tulabolo hari ini ada kampanye Pak Hamlm Poti dlharapkan hadlr

pengertian diucapkan terima kasih"; /,/

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Majehs
Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perbuatan dalam unsur ini
merupakan delik formil atau merupakan delik materil. Dengan memperhatikan
unsur dalam pasal a quo yang menitikberatkan kepada perbuatan yang
dilakukan, maka Mejelis Hakim sependapat dengan Ahli Apriyanto Nusa, S.H.,
M.H., delik dalam pasal perbuatan Terdakwa adalah _delik formil yakni

perbuatan Terdakwa dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan

yang dilarang;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan
apakah perbuatan Terdakwa sebagai delik formil termasuk dalam perbuatan

yang membuat keputusan dan/ atau tindakan yang dilarang dalam unsur ini.

Pengertian keputusan adalah suatu keputusan administrasi pemerintahan yang

sifat keputusannya, berupa penetapan atau beschikking, sehingga

berdasarkan perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada syarat materil
keputusan yakni:

1. Keputusan harus dibuat oleh alat negara (organ) yang berwenang;

2. Keputusan itu suatu pernyataan kehendak (wilsverklaring), maka
pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan yuridis, harus
diberi bentuk (vorm) yang ditetapkan peraturan dasarnya dan pembuatnya
harus memperhatikan cara (prosedur) membuat keputusan itu;

3. Isi dan tujuan keputusan, harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan
dasar;

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan keputusan dalam

unsur perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa Majelis
Hakim sependapat dengan Ahli Apriyanto Nusa, S.H., M.H., delik dalam pasal
perbuatan Terdakwa adalah delik formil yakni perbuatan Terdakwa dianggap
telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang, Namun
demikian pada pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat sbb:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan tindakan yang dilarang dalam unsur ini. Dalam definisi
tindakan, adalah suatu perbuatan yang dilarang yang apabila dilakukan maka

terhadap pembuatnya akan dikenakan sanksi. Apabila_dihubungkan dengan

Paraf | Hakim Hakim
Ke%a Anggota
N N

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 125/PID.SUS/2£5/PT GTO

Dipindai dengan CamScanner



A A‘n,
perbuatan Terdakwa yang menqmmkan pesan kepada aparat d

mengharapkan_hadir _dalam kampanye pasanqan "calon Hamlm ‘éFou /Han
Merian _Uloli_disertai_Terdakwa datang ke tompat kampanye dan ben‘emu
dengan Saksi Yanti Kamaru kemudian meninggalkan kembali acara Kampanye

karena _diminta__perqgi oleh Saksi Yanti Kamaru sebagai koordinator

pemenangan pasangan calon Hamim Pou dan Merlan Uloli dengan perbuatan
Terdakwa yangq ditentukan sebagai delik formil. Maka menurut Majelis Hakim
perbuatan Terdakwa dinyatakan selesai tidak hanya ketika pesan di grup
whasapp aparat desanya telah terkirim ke anggota grup whatsappnya,

namun harus disertai tindakan yang nyata dari perbuatan Terdakwa atau
aparat desanya, yang secara nyata tindakan tersebut harus terlibat aktif ikut

serta atau melibatkan dirinya dalam kampanye. Berdasarkan alat bukti surat

tanda terima pemberitahuan kampanye, waktu kampanye yakni pada hari
Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 s/d 17.00 WITA. Terdakwa
setelah menerima informasi mengenai pesan whatsaapnya telah ramai dan
menjadi perbincangan masyarakat, langsung datang ke tempat kampanye
untuk mengecek aparat desanya yang ternyata tidak ada yang hadir sehingga
langsung meninggalkan tempat kampanye. Dari perbuatan Terdakwa tersebut
mulai mengirimkan pesan melalui grup Whatsapp aparat desanya sampai

dengan kedatangan Terdakwa ke tempat kampanye urtuk mengecek aparat

desanya hingga Terdakwa meninggalkan tempat kampanye tidak menunjukkan
adanya tindakan aktif yang secara nyata melibatkan dirinya ikut serta dalam
kampanye serta secara aktif turut melibatkan aparat desanya dalam
kampanye. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa adalah
tindakan yang tidak selesai sehingga tidak memenuhi syarat sebagai tindakan
yang dilarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilarang membuat
keputusan atau tindakan" menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi:
Sehingga apabila dicermati pertimbangan tersebut, dapat dilihat dualisme
penerapan atas pendapat Majelis Hakim yang pada awalnya berkesimpulan
bahwa volfooid nya perbuatan terdakwa dengan dilakukannya perbuatan yang
dilarang yaitu mengirimkan pesan kepada grup whatsapp aparat desanya yakni
"As aparat desa tibo hr ini ada kampanye pak Hamim Pou dihrp hdr semua atas
pengertian diucapkan trimkas”, Artinya “Assalamualaikum, aparat Desa Tulabolo

hari_ini ada kampanye Pak Hamim Pou_ diharapkan hadir _semua, atas

pengertian_diucapkan terima kasih”, namun kemudian mensyaratkan bahwa
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desanya, sehingga hakim berpendapat bahwa unsur “dilarang membuat
keputusan atau tindakan" menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi. Menurut
pendapat kami JPU, penerapan delik formil namun mensyaratkan tindakan yang
nyata dari _perbuatan Terdakwa atau aparat desanya  tersebut akan

menimbulkan kerancuan dalam penerapan karena sifat formil Pasal tersebut

diterapkan parsial hanya terhadap frasa menguntungkan atau merugikan

salah satu pasangan calon namun tetap mengharuskan adanya tindakan

nyata dari perbuatan terdakwa berupa tindakan nyata dari terdakwa atau aparat
desanya sebagai Akibat tindakan terdakwa, sehingga penerapan hukum oleh

Majelis Hakim kami nilai kurang tepat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon agar
Pangadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo
memutuskan :

1. Menerima permohonar banding ini.

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dalam amar putusannya
Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 18 Desember 2020 atas nama
terdakwa HARTIAN SUTOYO KONO, SIP alias Tian tersebut diatas

3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.

4. Menyatakan terdakwa HARTIAN SUTOYO KONO, SIP alias Tian terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tihdak pidana “selaku
Kepala Desa atau sebutaan lain/Lurah dengan sengaja membuat keputusan
dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu
pasangan calon” Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UURI Nomor 1 tahun 2015
tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubemur,
Bupati, Walikota menjadi undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan UU Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan PERPU
Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1
tahun 2015 tentang PERPUnomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubemnur,
Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, sebagaimana dakwaan kami;

5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARTIAN SUTOYO KONO, sIP
alias Tian dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;

6. Menyatakan barang bukti berupa :
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» 1 (satu) handphone samsung galaxi A20s warna hitam'K", if:;v f
IMEI1 (359302102352264/01), IMEI2 (359303102352262 7&12?%gg§§9mor
SN (ROCMAOTM1RJ), serta menggunakan kartu telkomsel”Simpati
dengan nomor (+6281247762135).
Dikembalikan kepada terdakwa HARTIAN SUTOYO KONO, SIP alias Tian
> 1 (satu) Lembar bukti screenshot digrub whatsapp aparat Desa Tulabolo
yang telah diprint dikertas F4.
Tetap terlampir dalam berkas perkara
7. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar
Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami
ajukan tanggal 16 Desember 2020.
Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus, Terdakwa atau
Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;
Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim tingkat banding akan
mempertimbangkan apakah terhadap perkara a quo dapat diajukan permintaan
banding, karena perkara a quo dalam pengadilan tingkat pertama, Terdakwa
diputus bebas, mengingat Pasal 67 KUHAP yang menentukan bahwa terhadap
putusan bebas tidak dapat diajukan banding;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan
Walikota menjadi Undang-Undang .pada Pasal 147 ayat (1) menyebutkan
“‘Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak
pidana Pemilihan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini". Artinya, jika dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang
mengatur hukum acara, maka hukum acara yang ada di dalam undang-undang
itu yang harus dijadikan dasar dalam mengadili perkara pemilihan ini sebagai
lex spesialis derogat lex generale;

Menimbang, bahwa pada Pasal 148 ayat (2) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa “Dalam hal
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putusan pengadilan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dlaJU.gggé;j f
permohonan banding diajukan pallng ama '3, (tlga) hari setelah l_ _§an
dibacakan”. Dalam penjelasan pasal 148 ayat (2) disebutkan telah jelas. Identik
dengan pasal 148 ayat (2) tersebut, Peraturan Mahkamah Agung R.l. Nomor 1
tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan
Pemilihan Umum pada Pasal 3 ayat (4) menyebutkan bahwa “dalam hal
putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding,
permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan
dibacakan bagi pihak yang hadir atau 3 (tiga) hari sejak putusan disampaikan
kepada pihak yang tidak hadir”;

Menimbang, bahwa karena yang disebut dalam Pasal 148 ayat (2)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang
dan Peraturan Mahkamah Agung R.l. Nomor 1 tahun 2018 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum pada Pasal 3 ayat
(4) adalah putusan pengadilan, sedang putusan pengadilan itu bisa berupa
putusan bersalah, putusan bebas atau putusan lepas, maka putusan yang
dimaksud dalam kedua ketentuan tersebut harus dimaknai semua putusan
pengadilan, baik putusan bersalah, putusan bebas maupun putusan lepas. Oleh
karena itu, terhadap putusan bebas dari pengadilan negeri, upaya hukumnya
adalah banding. Putusan pengadilan tinggi merupakan putusan terakhir dan
mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain sebagaimana diatur
dalam Pasal 148 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
menjadi Undang-Undang dan Pasal 3 ayat (8) Peraturan Mahkamah Agung R.I.
Nomor 1 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan
dan Pemilihan Umum. Dengan demikian, terhadap perkara a quo yaitu berupa
putusan bebas, pengadilan tinggi berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas
perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor
264/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 18 Desember 2020, dan Memori Banding
yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terurai diatas, maka Majelis
Hakim tingkat banding mempertimbangkan lebih lanjut dengan mendasarkan

pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:
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- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa ;Tlillé : ﬂ\u\n‘“ 14

s/d tahun 2020; = ] %'a\r/éig

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepaia.Desa‘ Tulabolo untuk mempermudah
dalam memberikan perintah dan informasi kepada aparat desanya membuat
grup whatsapp aparat Desa Tulabolo dimana anggota grup whatsapp
tersebut beranggotakan 10 (sepuluh) orang yakni Terdakwa sebagai Kepala
Desa Tulabolo, Rosmina Mokoagow sebagai Sekdes, Sri Delvita Abas
sebagai Kadus 3, Risna Talamati sebagai Kadus 2, Nolpin Maele sebagai
Kasi Pemerintahan, Yolanda Kunye sebagai Kasi Kesra, Kambang Maku
sebagai Kadus 1, Frangky Unggula sebagai Kaur Perencanaan, Hastin
Undjila sebagai staf desa, dan Herlita Dui sebagai Kaur Keuangan;

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 09.46 WITA, Terdakwa
yang sedang berada dikebunnya menerima Telpon dari Saksi Maxmilian Al,
S.Pd., yang merupakan Camat Suwawa Timur menanyakan “Ayah (kepala
desa) ada kampanye Hamim Pou dan Merlan Uloli di Desa Tulabolo dan
sementara menuju ke Desa Tulabolo”. Sementara Terdakwa menjawab
‘sedang berada di kebun”, panggilan telpon Saksi Maxmilian Ali, S.Pd.,
terputus, sehingga Terdakwa langsung mengirim pesan di grup whatsapp

’ '\
5\

by

aparat desanya yakni “As aparat desa tlbo hr ini ada kampanye pak Hamim
Pou dihrp hdr semua atas pengertian diucapkan trimkas”, Artinya
“Assalamualaikum, aparat Desa Tulabolo hari ini ada kampanye Pak Hamim
Pou diharapkan hadir semua, atas pengertian diucapkan terima kasih”;

- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa menerima telpon dari salah
seorang kepala desa yang menyampaikan pesan di grup whatsapp aparat
desanya telah masuk portal dan ramai dibicarakan, sehingga Terdakwa
langsung menuju ke acara kampanye pasangan calon nomor 2 (dua)
Hamim Pou dan Merlan Uloli yang dilaksanakan di Dusun 3 dan bertemu
dengan Saksi Martin Kamaru yang merupakan salah satu koordinator
pemenangan pasangan calon nomor 2 (dua) Hamim Pou dan Merlan Uloli,
sehingga Saksi Martin Kamaru yang pemahamannya kepala desa tidak
boleh hadir dalam acara kampanye langsung menyuruh Terdakwa untuk
pulang meninggalkan kampanye yang sedang berlangsung;

- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke kampanye tersebut untuk mengecek
aparat desanya apakah ada yang hadir di acara kampanye tersebut karena
telah mengirimkan pesan di grup whatsapp aparat desanya untuk hadir;
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- Bahwa terhadap pesan whatsapp“dari '[er:q_ékwa tersebut S\%
Turuani yang merupakan salah saty' koordinator pemenangan'
calon nomor 4 (empat) Kilat Warta‘b'one}dan Syamsir Djafar Kiayi menerima
screenshoot percakapan grup whatsapp Terdakwa dari nomor yang tidak
dikenal, sehingga melaporkan screenshoot percakapan grup whatsapp
Terdakwa kepada Saksi Ismail Hulubangga yang merupakan anggota
Panwascam Kecamatan Suwawa Timur;

- Bahwa atas pelaporan tersebut Saksi Ismail Hulubangga menuangkannya
dalam laporan awal dan melakukan penelusuran ke kampanye pasangan
calon nomor 2 (dua) Hamim Pou dan Merlan Uloli yang dilaksanakan di
Dusun 3 Desa Tulabolo. Dimana pada saat itu melihat Terdakwa datang ke

acara kampanye dan bertemy dengan Saksi Yanti Kamaru serta
mendokumentasikan pertemuan tersebut;

b

pasaﬁ éh

- Bahwa atas penelusuran yang dilakukan dan atas dasar rapat pleno
anggota Panwascam Kecamatan Suwawa Timur melaporkan perbuatan
Terdakwa kepada Bawaslu Kabupaten Bone Bolango yang diterima Saksi
Moh. Fahri Kaluku sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Bolango;

- Bahwa Saksi Moh. Fahri Kaluku atas pelaporan tersebut dengan hasi!
kesimpulan bersama Tim Gakkumdu Kabupaten Bone Bolango diantaranya
Bawaslu, Penyidik dan Kejaksaan menetapkan perbuatan Terdakwa adalah
tindak pidana dan melanjutkan perbuatan Terdakwa untuk pelaporan
kepada penyidik;

- Bahwa pesan whatsapp dari Terdakwa tersebut dilakukan pada tanggal 31
Oktober 2020 dilakhkan pada tahapan masa kampanye jenis kampanye
tatap muka sesuai dengan putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Bone Bolango yang ditetapkan dimulai sejak tanggal 26
September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

- Bahwa Saksi Sri Delvita yang merupakan Kepala Dusun 3, yang bary
membuka whatsappnya setelah malam hari, menerima Pesan whatsapp di
grup whatsapp aparat Desa Tulabolo dari Terdakwa untuk mengharapkan
bagi aparat Desa Tulabolo hadir ke acara kampanye pasangan calon
Hamim Pou dan Merlan Uloli namun tidak menghadiri, Sedangkan Saksi
Herlita Dui yang merupakan Kaur Keuangan Desa Tlabolo, yang bary
membuka whatsappnya setelah sore hari, menerima pesan whatsapp di
grup whatsapp aparat Desa Tulaboio dari Terdakwa untuk mengharapkan

bagi aparat Desa Tulabolo hadir ke acara kampanye pasangan calon
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Hamim Pou dan Merlan Uloli dan juga tldak menghadlﬂ karen
Saksi Sri Delvita dan Saksi Herlita Dui adalah dilarang;

- Bahwa Saksi Maxmilian Ali, S.Pd., sebaga' Camat Suwawa Timur menerlma
telpon dari Terdakwa untuk berkonsultasi yang menyampaikan pesan di
grup whatsapp aparat desanya telah ramai dibicarakan, sehingga Saksi
Maxmilian Ali, S.Pd., menyarankan agar menghapus percakapan tersebut
dan berkoordinasi dengan Panwascam Kecamatan Suwawa Timur,

- Bahwa menurut pendapat Ahli perbuatan Terdakwa memerintahkan hadir
aparat desanya adalah memenuhi unsur tindakan yang dilarang dalam
pasal yang dituduhkan kepada Terdakwa;

- Bahwa perbuatan atau tindakan dalam pasal yang dilanggar Terdakwa
adalah merupakan delik formil dimana perbuatan itu dianggap selesai
dengan dilakukannya perbuaan itu atau tidak diperlukan akibat cukup
perbuatan itu dilakukan yang merupakan suatu pelanggaran yang diatur
dalam undang-undang ini;

- Bahwa ketika tindakan atau perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 188
telah dilakukan Terdakwa yang merupakan unsur pokok maka perbuatan itu
telah selesai dilakukan karena menurut Ahli unsur menguntungkan atau
merugikan merupakan assesoir atau tambahan dalam perbuatan Terdakwa
sehingga yang ditekankan dalam perbuatan Terdakwa tindakannnya itu
dilakukan yang merupakan delik formil yang tidak perlu menilai akibat
perbuatan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum di atas, maka
pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur dari pasal
dalam dakwaan tunggal yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 188 jo
Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Menjadi Undang-Undang,
dimana unsur pertama yaitu Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur

Sipil Negara,anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah

Paraf | Hakim Hakim
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menurut pendapat .Mé;j.el'i's Hakim tir‘\\?}l((a& ban Lr/gﬁ
pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar karena sesuai Suré\t“kgpﬁliﬁga'h
Bupati Bone Bolango Nomor 326/KEP/BUP.BB/119/2014 tanggal 19
Desember 2014, Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Tulabolo, Kecamatan

Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango Periode 2014 — 2020,

dinyatakan telah terbukti,

sehingga
pertimbangan tersebut diambi| alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat
banding dalam mengadili perkara ini dan pertimban

gan tersebut dianggap telah
termuat dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan Majelis Hakim

tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur kedua dari pasal tersebut
yaitu dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan, yang berpendapat bahwa
unsur ini tidak terbukti karena perbuatan Terdakwa mulai mengirimkan pesan
melalui grup Whatsapp aparat desanya sampai dengan kedatangan Terdakwa
ke tempat kampanye untuk Mengecek aparat desanya hingga Terdakwa
meninggalkan tempat kampanye tidak menunjukkan adanya tindakan aktif yang
secara nyata melibatkan dirinya ikut serta dalam kampanye serta secara aktif

turut melibatkan aparat desanya dalam kampanye. Perbuatan Terdakwa adalah
tindakan yang tidak selesai sehingga tidak memenuhi s

yarat sebagai tindakan
yang dilarang,

dan selanjutnya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan

Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut,
menurut Majelis Hakim tingkat banding,

pertimbangan Majelis Hakim tingkat
pertama tersebut di

atas didasarkan pada penafsiran, penilaian dan
penghargaan yang tidak benar atas unsur pasal yang didakwakan maupun
terhadap kenyataan atau keadaan dan perbuatan Terdakwa. Perbuatan atau
tindakan yang diatur dalam pasal tersebut adalah merupakan delik formil
dimana perbuatan itu dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, dan
berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, diketahui bahwa
Terdakwa setelah memperoleh telpon dari Saksi Maxmilian Ali, S.Pd., Camat
Suwawa Timur tentang adanya kampanye Hamim Pou dan Merlan Uloli di Desa
Tulabolo, Terdakwa langsung mengirim pesan di grup whatsapp aparat desanya
berisi “As aparat desa tlbo hr ini ada kampanye pak Hamim Pou dihrp hdr
Sémua atas pengertian diucapkan trimkas”, Artinya “Assalamualaikum, aparat
Desa Tulabolo hari ini ada kampanye Pak Hamim Pou diharapkan hadir semua,
atas pengertian diucapkan terima kasih”. Maka perbuatan Terdakwa yang telah

Mengirim pesan di grup whatsapp aparat desanya berupa permintaan atau

Paraf | Hakim Hakim
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harapan agar aparat desa Tulabolo hadir semua dalam kampaf"Ve Pa\\f 7
Pou, tanpa ada pesan pembatalan dari Terdakwa sampai denga|$>seles’ainya
acara kampanye yang bersangkutan, apalagi Terdakwa juga sempat hadir ke
tempat kampanye untuk mengecek apakah ada aparat desa Tulabolo yang
hadir di acara kampanye tersebut adalah merupakan tindakan aktif dan tindakan
yang telah selesai dilakukan Terdakwa yang bersifat memihak kepada salah
satu calon dalam pemilukada Kabupaten Bone Bolango tahun 2020 yaitu
pasangan calon nomor 2 (dua) Hamim Pou dan Merlan Uloli, tidak peduli
apakah permintaan atay harapannya itu diindahkan atau dilaksanakan oleh
orang yang bersangkutan. Tindakan ity dapat dianggap tidak selesai atau tidak
ada jika Terdakwa membatalkan permintaannya itu sebelum waktu pelaksanaan

3

kampanye berlangsung dengan mengirim pesan ulang dalam grup whatsapp
mengenai pembatalan permintaanya tersebut. Namun tindakan ini tidak
dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim tingkat
pertama tersebut yang menjadi dasar putusan untuk membebaskan Terdakwa
dari dakwaan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Putusan Pengadilan
Negeri Gorontalo Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 18 Desember 2020
harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagai berikut:
Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan
dakwaan tunggal sebagaimana diatur Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-
Undang R.I. Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang, Menjadi Undang-Undang yang unsur-
unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota
TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
2. Dengan sengaja membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan
atau merugikan salah satu pasangan calon;

3. Selama masa kampanye;

Paraf | Hakim | Hakim
Ketu An .
/7 ggota

/

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 125%/PID.SUS/20%0/PT GTO

Dipindai dengan CamScanner



/4 ! \ Ry

[/ o}/ A\ 30 [

(Y4 p [/ 5 e~

| [ \ -~ (q
( ! 2. »

Y [

Menimbang, bahwa untuk unsur kesatu/ telah terpe{w\iﬂlhi d :
dengan mengambil alih pertimbangan  di atas yang men)}é;a&%ﬂ”gﬁbahwa
pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai terbuktinya“untuk unsur
kesatu telah dianggap tepat dan benar dan pertimbangan tersebut dianggap
ah terkutip dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di

tel

atas, dimana diketahui bahwa Terdakwa setelah memperoleh telpon dari Saksi
Maxmilian Ali, S.Pd., Camat Suwawa Timur tentang adanya kampanye Hamim
pou dan Merlan Uloli di Desa Tulabolo, Terdakwa langsung mengirim pesan di
grup whatsapp aparat desanya berisi “As aparat desa tlbo hr ini ada kampanye
pak Hamim Pou dihrp hdr semua atas pengertian diucapkan trimkas”, Artinya
“Assalamualaikum, aparat Desa Tulabolo hari ini ada kampanye Pak Hamim
Pou diharapkan hadir semua, atas pengertian diucapkan terima kasih”. Pesan
whatsapp dari Terdakwa tersebut dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2020 pada
tahapan masa kampanye jenis kampanye tatap muka sesuai dengan keputusan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Bolango yang metetapkan
kampanye tatap muka dimulai sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan
tanggal 5 Desember 2020. Terdakwa juga sempat hadir ke tempat kampanye
untuk mengecek apakah ada aparat desa Tulabolo yang hadir di acara
kampanye tersebut. Maka jelas bahwa perbuatan Terdakwa mengirim pesan di
grup whatsapp aparat desanya tersebut dilandasi niat dan tujuan agar para
aparat desanya menghadiri acara kampanye itu untuk menyenangkan atau
menguntungkan kepada calon yang berkampanye saat itu yaitu pasangan
calon nomor 2 (dua) Hamim Pou dan Merlan Uloli sehingga perbuatan
Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dan pengertian kesengajaan.
Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada saat tahapan kampanye jenis
kampanye tatap muka berlangsung. Maka perbuatan Terdakwa tersebut
merupakan tindakan yang bersifat memihak dan/atau menguntungkan kepada
salah satu calon dalam pemilukada Kabupaten Bone Bolango tahun 2020 yaitu
kepada pasangan calon nomor 2 (dua) Hamim Pou dan Merlan Uloli. Karena
perbuatan yang disebutkan dalam pasal yang didakwakan ini merupakan delik
formil maka tanpa perlu lagi dibuktikan apakah benar perbuatan Terdakwa
tersebut secara materiil benar-benar menguntungkan pasangan calon tersebut.
Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua

dan ketiga;

Paraf | Hakim Hakim
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Menimbang, berdasarkan peyrti“mbangah diatas maka | e ug@*sm,f
dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tun‘g}"&'ﬁ@fggﬁgé
Terdakwa telah terpenuhi. Oleh karena itu, Terdakwa harus dinyatak;\hi.té?gukti
melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal
tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, Maijelis Hakim tingkat
banding tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus
kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus  sifat
melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang
mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya
Terdakwa harus dinyatakan bersalah sertg dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan
ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawabh ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana
terhadap diri Terdakwa, maka perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal
yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Sikap dan perbuatan Terdakwa sebagai Pejabat Publik/Kepala Desa yang
tidak nertral dalam Pemilukada Kabupaten Bone Bolango tahun 2020
mengganggu rasa keadilan masyarakat dan dapat menurunkan tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan koperatif dalam memberikan keterangan
sehingga memperlancar jalannya persidangan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 188 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
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yndang-Undang. Menjadi Undang-Undang, ancaman Pidanya fion el

n _ - ;
jara paling singkat 1 (satu) bujan ayq Paling lama (enam) L'{hav}‘ darfatag

penj i dlk.t R 600 000 00 . L’\%.'uu\ v"r,

denda paling sedikit Rp600.000, (eham ratyg fibu fupiah) atay paling ba
6.000.000,00 (enam juta rupiah),

P (;,but adalah bersifat imperatif, b

ters . .

persifat fakultatif, artinya boleh gjt

ﬁyak
Na penjara dalam pasa|
ancaman pidana denda
diterapkan, Oleh karena
alam perkarg ini- Majelis
a kepada Terdakwa;

ikan tingkat

Maka ancaman piqq
ersifat Wwajib, sedang

erapkan holep tidak
njatuhan pidana denda bersifat fakultatif, maka
pe

Hakim tingkat banding tidak menjatuhkan, Pidana denq

Menimbang, bahwa dengan Memperhat

Terdakwa atas pemahaman yang keliru atas tilpon C
terputus, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan g; g
Tulabolo meminta atau mengharap aparat agar
ternyata seluruh aparat desa tersebyt tidak ada ya
sehingga apa yang diminta tersebut tigak terlaksa
harus dipandang secara khusus sebagai ha| y
kepada Terdakwa tepat diterapkan Pasg 14 a K
percobaan;

kesalahan
amat Suwawa Timyr yang

Tup whatsapp aparat Desa
hadir dj acara kampanye,
Nng hadir di acara tersebut,
na, maka hal yang tersebyt
ang meringankan sehingga
UHP yaity berupa hukuman

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka pidana yang

dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebyt dalam

dipandang telah memenuhi asas dan tujuan pemidanaan
preventif, korektif dan edukatif:

amar putusan
yang harus bersifat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan

Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 18
Desember 2020 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan selanjutnya

Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana
disebutkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa
; i i erkara;
dibebani untuk membayar blay::. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik
; as
Memperhatikan Pasal 188 jo .
Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pem:r
naone ili ernur,
p nti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gub
engga ) i h beberapa
Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telz? -
' ik Indonesia
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik In -
Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penfjg dang Undang
. n a -
Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atazrintah Pengganti
N 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pem
omor ahun

Hakim
Anggota

¥PT GTO
D.SUS/20
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 TentangffrP;émiIihan Gubéf‘pu
Dan Walikota menjadi Undang-Undan}g,"“Meﬁjaéji »iJndang-Undan\" ‘{% oSt
193 ayat (1), 241 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidara serta peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan;
MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum:;
- Membatalkan  putusan  Pengadilan  Negeri Gorontalo  Nomor

264/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 18 Desember 2020 yang dimintakan

banding;
MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Hartian Sutoyo Kono, SIP Alias Tian terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Selaku
Kepala Desa dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan
yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hartian Sutoyo Kono, SIP alias
Tian dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian
hari ada putusar hakim yang menentukan lain disebabkan karena
terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan
selama 4 (empat) bulan berakhir;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) handphone Samsung Galaxi A20s warna hitam dengan
Nomor Imei 1 (359302102352264/01), imei2 (359303102352262/01)
dan Nomor SN (ROCMAOTMAO1M1RJ), serta menggunakan kartu
Telkomsel Simpati dengan nomor (6281247762135);

Dikembalikan kepada Terdakwa Hartian Sutoyo Kono, SIP alias Tian.

- 1 (satu) lembar lembar bukti screenshot di group whatsapp aparat
Desa Tulabolo yang telah diprint dikertas F4;

Tetap teriampir dalam berkas perkara.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 yang terdiri
dari Musthofa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Novrry Tammy Oroh, S.H., M.H. dan

Halimah Pontoh, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan

Paraf | Hakim Hakim

Ke}éa Anggota

¢ |k

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 125/PID.SUS/2080/PT GTO

Dipindai dengan CamScanner




Penetapan Ketua Pengadilan Tihggi Gorontélo;Nomor 125/P1D.SUS/2020/PT

GTO tanggal 23 Desember 2020 ‘untuk memeriksa dan mengadili perkara in

dalam tingkat banding dan putusan tersebut'péda hari Selasa tanggal 5 Januari

2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mastin Boludawa,
S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri
Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,
Ttd Ttd
Novrry Tammy Oroh, S.H., M.H. Musthofa, S.H.

Ttd

Halimah Pontoh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Mastin Boludawa, SH

T

UNAN RESMI

"

VINGGI GORONTALO
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